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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengungsi akan tetap datang dan menjadikan Indonesia sebagai negara tempat

transit sebelum mencapai negara ketiga. Kota Kupang dengan letaknya yang strategis

menuju negara Australia membuka kemungkinan para pencari suaka dan pengungsi

terdampar dan ditampung untuk waktu yang tidak menentu. Dari kehadiran para

pengungsi itulah menyebabkan kontak budaya tidak bisa lagi dihindarkan. Interaksi

dan interelasi yang terjalin membawa beragam dampak yang perlu untuk disikapi

oleh masyarakat lokal dan pemerintah Kota Kupang sebagai pengambil kebijakan.

Dari perbedaan budaya yang mencolok berimplikasi terhadapa sosialisasi

yang terjadi di lingkungan. Seringkali terjadi kesenjangan di dalam interaksi. Lebih

jauh lagi ternyata para pengungsi membawa dampak yang  dapat mengganggu

kearifan lokal di masyarakat. Hal tersebut dilatari oleh perbedaan mencolok masing-

masing budaya yang kuat antara pengungsi dan masyarakat sehingga keduanya

berusaha maksimal untuk saling menyesuaikan. Namun pada akhirnya perilaku

pengungsi justru seperti “bom waktu” yang sadar tidak sadar telah mendeterminasi

keberlangsungan kearifan lokal masyarakat Kota Kupang.

Walaupun dalam urusan pengungsi Pemerintah Kota Kupang tidak memilik

domain kebijakan, tetapi seturut amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016,

Pemerintah Kota perlu menyiapkan fasilitas penampungan. Hal yang mana tentu akan
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diikuti dengan bagaimana pemerintah Kota Kupang mengambil sikap yang cepat dan

tepat. Adapun langkah pengambilan sikap itu adalah melalui peran persuasi

Pemerintah Kota Kupang yang sensitif kultural. Melalui pendekatan budaya dan

agama yang bijak maka keberadaaan pengungsi dapat diatasi untuk mencapai kondisi

ketiadaan pengungsi di Kota Kupang.

Lebih lanjut dengan melihat jelasnya dampak-dampak   buruk yang

ditimbulkan oleh pengungsi sudah saatnya Pemerintah Daerah Kota Kupang

mengambil langkah dan sikap yang bijak untuk menanggulangi isu polemik

pengungsi. Sekali lagi dengan pendekatan budaya menjadi solusi brilian diikuti

upaya-upaya persuasi kemanusiaan agar para pengungsi secara sukarela dapat

meninggalkan Kota Kupang dan membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Satu

hal yang utama adalah sanksi sosial atau sanksi hukum di dalam tata tertib (tatib)

tetap perlu ditegakan ketika perilaku pengungsi jelas-jelas menyimpang dan

mengganggu ketertiban umum serta merusak tatanan entitas kehidupan sosial kearifan

lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Akhirnya nampak bahwa kontak antara pengungsi dan masyarakat lokal

menampakan sedikit unsur akulturasi. Ini tentu bahwa masing-masing kelompok

individu yang berkebudayaan berbeda saling berhubungan langsung secara intensif.

Namun perlu digarisbawahi disini bahwasanya perubahan itu tidak mengakibtakan

perubahan total pada kebudayaan. Hal ini disebabkan karena ada unsur-unsur

kebudayaan yang masih bertahan, menerima sebagian, atau mengadakan
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penyesuaiain dengan unsur-unsur yang baru. Intinya, tiap budaya antara pengungsi

dan masyarakat Kota Kupang masing-masing tetap eksis.

6.2 Saran

Keberadaan pengungsi bisa saja sewaktu-waktu meresahkan. Berharap

pemerintah serta pihak yang terkait perlu mengadakan sosialisasi tentang keberadaan

dan status pengungsi hingga saat ini kepada masyarakat lokal di Kota Kupang. Kita

inginkan kalau bisa secara bertahap pengungsi itu keluar dari NTT, sebab kalau tidak

bisa akan berdampak buruk, apalagi sekarang dengan kebijakan IOM yang baru

mereka akan lebih bebas lagi ke mana-mana dan berdampak tidak elok ke depannya.

Konsep dan pola pengambilan sikap Pemerintah Daerah Kota Kupang harus

perlu dioptimalkan dengan membahas penanganan pengungsi sampai fase akhir yaitu

pencarian solusi berkelanjutan. Standar atau acuan keberhasilan haruslah terus

disesuaikan dengan data terkait jumlah pengungsi yang ada haruslah semakin

berkurang dan musti taat asas kearifan lokal. Melalui tata tertib yang tegas dengan

pendekatan sensitivitas kultural menjadi perwujutan dari implemetasi Perpres 125

Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar  Negeri. Oleh sebab itu,

akhirnya pemerintah Kota Kupang seyogianya melakukan pendekatan budaya dan

agama di dalam menangani kehadiran para pengungsi.
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